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P E N E T A P A N 

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Gdt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan 

Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan: 

  Roza Oktaviana, bertempat tinggal di Jalan Turkis Perumahan Warkop 

Indah Blok G Nomor 5 Kel/Desa Sukaraja Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Umur 42 

Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

selanjutnya disebut sebagai  Pemohon;  

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; 

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan; 

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 

Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong 

Tataan tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Gdt, 

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 19 Mei 2002 telah dilangsungkannya pernikahan antara 

Sdr. NAZIRIN (Alm) dan Sdri. ROZA OKTAVIANA, dari pernikahan 

tersebut dikaruniai anak-anak antara lain : 

a. MUHAMMAD RIDHO   Lahir di Bandar Lampung, 3 

November 2004  

b. NURUL RISGINA AZZELIA  Lahir di Bandar Lampung, 19 

Januari 2007  

c. MUHAMMAD FAJRI AKBAR  Lahir di Bandar Lampung, 27 

Juli 2009  

2. Bahwa Ayah Kandung Anak-anak ini telah meninggal dunia, yaitu 

NAZIRIN (Alm) meninggal dunia di Pesawaran tanggal 14 April 2018;  

3. Bahwa Karena adanya anak-anak yang belum cukup umur (belum 

dewasa) untuk menandatangani Akad Kredit Bank dan lain-lainnya, 

maka dipandang perlu seorang wali anak untuk anak-anak atas nama : 

MUHAMMAD RIDHO, NURUL RISGINA AZZELIA, dan MUHAMMAD 

FAJRI AKBAR masih dibawah umur;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan 

penetapan pengadilan;  

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam 

penyelesaian perkara ini; 

6. Bahwa untuk keperluan tersebut, pemohon lampirkan beberapa berkas 

sebagai berikut :  

­ Surat Permohonan Perwalian Anak dibawah umur  

­ Fotokopi KTP Pemohon  

­ Fotokopi Kartu Keluarga  

­ Fotokopi Akta Kematian  

­ Fotokopi Akta Kelahiran Anak-anak (3 orang)  

­ Fotokopi Akta Nikah  

­ Fotokopi PBB  

­ Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik N0. 00215/Sukaraja  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II berkenan memeriksa 

permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah 

memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan 

penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut :  

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

b. Menetapkan Sdri. ROZA OKTAVIANA, sebagai wali anak dari anak-

anak MUHAMMAD RIDHO, NURUL RISGINA AZZELIA, dan 

MUHAMMAD FAJRI AKBAR belum cukup umur, untuk mengurus 

segala sesuatu yang berhubungan dengan Akad Kredit di Bank dan 

Lain-lainnya;  

c. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon. 

Menimbang, bahwa  pada hari  sidang  yang   telah  ditetapkan  

Pemohon datang  menghadap  sendiri  dan  setelah  dibacakan  surat  

permohonan  tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut: 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1871101011780002, 

tanggal 10-07-2015 atas nama Nazirin dan Fotocopy Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) NIK: 1871106710780001, tanggal 16-04-2018 atas 

nama Roza Oktaviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1; 

2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.9430000330 atas nama 

Nazirin tertanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;  

Disclaimer
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3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1809010807150007 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran 

tanggal 29-04-2016 atas nama Kepala Keluarga Nazirin, selanjutnya 

diberi tanda bukti P-3; 

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/05817/14/2004 atas 

nama Muhammad Ridho tertanggal 09 November 2004, selanjutnya 

diberi tanda P-4;  

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430022694 atas nama 

Nurul Risgina Azzelia tertanggal 06 Agustus 2009, selanjutnya diberi 

tanda P-5;  

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430202415 atas nama 

Muhammad Fajri Akbar tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda 

P-6;  

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Tanjung Karang atas nama Nazirin (Suami) dengan 

Roza Oktaviana (Istri), selanjutnya diberi tanda bukti P-7; 

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Tahun 2020, NOP: 18.12.120.007.004-0666.0, tertanggal 07 

September 2020 dan Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 

08 Spetember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8; 

9. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Almarhum Nazirin Bin Yakub 

yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Gedong Tataan dan Kepala 

Desa Sukaraja tertanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda 

bukti P-9; 

10. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00215 atas nama yang 

berhak dan pemegang Hak: Nazirin, yang dikeluarkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 22-06-2015, 

selanjutnya diberi tanda bukti P-10;  

 Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, 

P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan 

bukti surat P-8 telah disesuaikan dengan Fotocopy dari Fotocopy dan telah 

diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga 

dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi 

tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Gdt 

1. Saksi Agus Rudi Harianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Turkis Perumahan 

Warkop Indah Blok G Nomor 5 Kel/Desa Sukaraja Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran; 

- Bahwa Saksi mengetahui sebulan yang lalu, bahwa adik Saksi yang 

bernama Roza datang ke Saksi dan bercerita bahwa Pemohon ingin 

mengajukan pinjaman ke Bank untuk keperluan anak-anaknya dan untuk 

membuka usaha dengan menjaminkan sertifikat tanah yang masih 

bernama Almarhum Suaminya; 

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan adik Saksi Roza dengan 

Nazirin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama 

Muhammad Ridho dengan jenis kelamin Laki-laki kemudian yang kedua 

bernama Nurul Risgina Azzelia dengan jenis kelamin perempuan 

kemudian yang ketiga bernama Muhammad Fajri Akbar dengan jenis 

kelamin Laki-laki; 

- Bahwa Saksi mengetahui dan pada saat itu Saksi yang menjadi wali 

nikah dari adik Saksi bernama Roza; 

2. Saksi Triana Puspita Dewi S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Turkis 

Perumahan Warkop Indah Blok G Nomor 5 Kel/Desa Sukaraja 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; 

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian 

atas anak-anaknya; 

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan 

perwalian untuk menjadi menjadi wali dari anak-anaknya yang mana 

Pemohon mengajukan pinaman di bank; 

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, yang mana uang 

pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan anak-anaknya dan 

untuk modal usaha; 

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Nazirin  

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Muhammad 

Ridho dengan jenis kelamin Laki-laki kemudian yang kedua bernama 

Nurul Risgina Azzelia dengan jenis kelamin perempuan kemudian yang 

ketiga bernama Muhammad Fajri Akbar dengan jenis kelamin Laki-laki; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon 

menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; 

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi 

tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di 

persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;   

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala 

sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan 

ini;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan 

Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;  

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar 

Roza Oktaviana dapat ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang 

belum dewasa bernama Muhammad Ridho dengan jenis kelamin Laki-laki 

berumur 16 tahun, Nurul Risgina Azzelia dengan jenis kelamin perempuan 

berumur 13 tahun, dan Muhammad Fajri Akbar dengan jenis kelamin Laki-laki 

berumur 11 tahun untuk mengurus Akad Kredit di Bank dengan agunan berupa 

Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama suami Pemohon yaitu Almarhum 

Nazirin; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, 

P-6, P-7, P-9, P-10, telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-

8 telah disesuaikan dengan Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai 

cukup selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 

Agus Rudi Harianto dan Saksi Triana Puspita Dewi S.Pd. dibawah sumpah yang 

keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan 

maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan 

dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk 

memeriksa perkara permohonan ini; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa 

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1871101011780002, tanggal 10-

07-2015 atas nama Nazirin dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 

1871106710780001, tanggal 16-04-2018 atas nama Roza Oktaviana dan bukti 

surat P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1809010807150007 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Pesawaran tanggal 29-04-2016 atas nama Kepala Keluarga Nazirin kemudian 

didukung dengan keterangan Saksi Agus Rudi Harianto dan Saksi Triana Puspita 

Dewi S.Pd. yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Turkis 

Perumahan Warkop Indah Blok G Nomor 5 Kel/Desa Sukaraja Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian dari bukti surat P-1 

dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan 

kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini 

berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam 

daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, mengingat perkara 

permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntaire;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa 

perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 

tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah 

cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat 

P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/05817/14/2004 

atas nama Muhammad Ridho tertanggal 09 November 2004, bukti surat P-5 

berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430022694 atas nama 

Nurul Risgina Azzelia tertanggal 06 Agustus 2009, bukti surat P-6 berupa 

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430202415 atas nama 

Muhammad Fajri Akbar tertanggal 12 Mei 2016, dan bukti surat P-7 berupa 

Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Tanjung Karang atas nama Nazirin (Suami) dengan Roza 

Oktaviana (Istri) kemudian didukung dengan keterangan Saksi Agus Rudi 

Harianto dan Saksi Triana Puspita Dewi S.Pd. yang menerangkan bahwa 

Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Nazirin di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Tanjung Karang serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 

yang pertama bernama Muhammad Ridho dengan jenis kelamin Laki-laki 

kemudian yang kedua bernama Nurul Risgina Azzelia dengan jenis kelamin 

perempuan kemudian yang ketiga bernama Muhammad Fajri Akbar dengan 

jenis kelamin Laki-laki. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat P-4 sampai 

dengan P-7 bila dihubungkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh 

Disclaimer
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Pemohon telah bersesuaian sehingga hal tersebut telah membuktikan 

kebenaran pernikahan dari Pemohon dengan Nazirin yang telah dikaruniai 3 

(tiga) orang anak; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bukti surat 

P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.9430000330 atas 

nama Nazirin tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran kemudian di 

dukung dengan keterangan Saksi Agus Rudi Harianto dan Saksi Triana Puspita 

Dewi S.Pd., terungkap fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama 

Nazirin telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 di Pesawaran; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut kekuasaannya”, kemudian Pasal 47 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa 

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 

dan di luar Pengadilan”, selanjutnya berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata  (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Bila salah 

satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa 

dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu 

tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”, sehingga 

berdasarkan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa 

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/05817/14/2004 atas nama 

Muhammad Ridho tertanggal 09 November 2004, bukti surat P-5 berupa 

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430022694 atas nama Nurul 

Risgina Azzelia tertanggal 06 Agustus 2009, bukti surat P-6 berupa Fotocopy 

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9430202415 atas nama Muhammad Fajri 

Akbar tertanggal 12 Mei 2016, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon adalah 

orang tua kandung dari Muhammad Ridho dengan jenis kelamin Laki-laki 

berumur 16 tahun, Nurul Risgina Azzelia dengan jenis kelamin perempuan 

berumur 13 tahun, dan Muhammad Fajri Akbar dengan jenis kelamin Laki-laki 

berumur 11 tahun, sehingga anak-anak tersebut masih berada dalam 

kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon meskipun ayah kandungnya Nazirin 

telah meninggal dunia maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku 

demi hukum oleh orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon yang merupakan 
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ibu kandung dari anak tersebut untuk dapat melakukan segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat 

P-9 berupa Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Almarhum Nazirin Bin Yakub 

yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Gedong Tataan dan Kepala Desa 

Sukaraja tertanggal 08 Oktober 2020,  terungkap fakta hukum bahwa 

Almarhum Nazirin meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 dan dari 

pernikahan Almarhum Nazirin dengan istrinya yang bernama Roza Oktaviana 

melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Ridho, Nurul Risgina 

Azzelia, dan Muhammad Fajri Akbar, kemudian istri dan 3 (tiga) orang anak 

dari Almarhum Nazirin adalah sebagai Ahli waris dari Almarhum Nazirin; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti P-8 

berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Tahun 2020, NOP: 18.12.120.007.004-0666.0, tertanggal 07 

September 2020 dan Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 08 

Spetember 2020 dan bukti surat P-10 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Guna 

Bangunan Nomor: 00215 atas nama yang berhak dan pemegang Hak: Nazirin, 

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

tertanggal 22-06-2015, bila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari 

Pemohon dalam mengajukan permohonan yaitu menjadi wali dari anak-anak 

Pemohon yang bernama Muhammad Ridho, Nurul Risgina Azzelia, dan 

Muhammad Fajri Akbar yang belum cukup umur untuk mengurus segala 

sesuatu yang berhubungan dengan Akad Kredit di Bank dengan Agunan 

berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00215 (P-10) atas nama suami 

Pemohon yaitu Almarhum Nazirin maka berdasarkan bukti surat tersebut 

menerangkan bahwa beberapa bidang tanah di wilayah Desa Sukaraja 

merupakan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia sehingga oleh 

karena Pemohon ingin bertindak secara hukum bagi anak-anaknya yang belum 

dewasa dan memerlukan uang tersebut untuk kepentingan anak-anak dari 

Almarhum Nazirin di masa yang akan datang adalah untuk tujuan yang baik 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon 

dalam surat permohonannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan 

cukup beralasan, serta bukti surat telah memenuhi syarat formil sebagai alat 

bukti yang sah dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa 
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permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional 

namun tanpa merubah isi pokok petitum tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut 

dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang 

penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntaire maka biaya 

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang 

besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini; 

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Perundang-

Undangan lain yang bersangkutan; 

 

M E N E T A P K A N: 

 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan Pemohon Roza Oktaviana sebagai wali dari anak-anak 

Pemohon yang bernama Muhammad Ridho, Nurul Risgina Azzelia, dan 

Muhammad Fajri Akbar yang belum cukup umur untuk mengurus 

segala sesuatu yang berhubungan dengan Akad Kredit di Bank dan 

lain-lainnya; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

permohonan ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu ribu 

rupiah); 

Demikian ditetapkan di Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 27 

Oktober 2020, oleh Muthia Wulandari, S.H., selaku Hakim Tunggal pada 

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Gdt 

untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh 

Hakim tersebut, didampingi Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti 

pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon. 

 

      Panitera Pengganti,            H a k i m, 

 

 

 

Edrian Saputra, S.H., M.H. Muthia Wulandari, S.H. 
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Perincian biaya  : 

1. Pendaftaran  Rp    30.000,00 

2. Biaya Proses  Rp    50.000,00 

3. Panggilan   Rp             0,00 

4. Redaksi   Rp    10.000,00 

5. Materai   Rp      6.000,00 

Jumlah                         Rp.   96.000,00 (sembilan puluh enam ribu ribu rupiah); 
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